Tinjauan hukum Islam terhadap upah penjaga tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo by Fadhilah, Nurul
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENJAGA






Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam








































Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga
Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” adalah
merupakan hasil penelitian lapangan atau (Field Research) untuk menjawab
pertanyaan tentang: 1) bagaimana mekanisme pengupahan antara pemilik tambak
dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,
2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik tambak
dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
Penelitian ini berorientasi pada penelitian lapangan, serta menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan
dengan kasus yang dianalisis, serta sumber data diperoleh dari data primer yang
meliputi data keterangan pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung
Peluk, dan data sekunder yang bersifat membantu, menunjang serta memperkuat
data yang diperoleh dari lapangan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan
pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika panen. Namun, ketika masa panen
pemilik tambak tidak melakukan perhitungan modal dan tidak memberikan upah
kepada penjaga tambak, pemilik tambak memberikan upah berdasarkan
perkiraanya. Kedua, Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak
di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menyimpang,
karena pemilik tambak telah menangguhkan upah penjaga tambak hingga tiga kali
masa panen dan upah yang diberikan bersifat samar.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya pemilk tambak
memperhatikan syarat-syarat dan rukun dalam pelaksanaannya. Agar dalam
melaksanakan pengupahan penjaga tambak tidak menyimpang dari aturan  yang
telah ditetapkan dalam agama Islam. Ketika pemilik tambak melakukan
perhitungan modal dalam pemberian upah hendaknya dilakukan secara transparan,
agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
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A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia
seluruhnya di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat
Islam saja akan tetapi untuk semua umat manusia, baik umat Islam maupun
umat agama lain. Islam adalah rah}matan lil ‘a<lami<n, rahmat bagi semesta
alam. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan
melindungi alam beserta isinya.1 Islam juga mengajarkan kepada umatnya
bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia tidak hanya terbatas pada
masalah hubungan pribadi dengan Allah (h}ablun minalla<h), namun mencakup
pula masalah hubungan antara sesama manusia (h}ablun minanna<s), bahkan
juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya termasuk
dengan alam  dan lingkungan.2
Manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik
bentuk, dan dianugerahi akal sebagai pembeda dari makhluk lainnya.3
Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi
kebutuhannya sendiri. Baik itu berupa sandang, pangan, dan tukar menukar
dengan melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.
1 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 5.
2 Adimarwan Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014), 2.
3 Syaichul Hadi Purnomo, Antologi Kajian Islam (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel
Press, 2004), 123.
































Dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dalam islam disebut
dengan muamalah.
Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang bersifat
elastis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat.
Sebagaimana didefinisikan yang diungkapkan oleh Idris Ahmad “Muamalah
berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk
mendapatkan keperluan jasmani nya dengan cara yang paling baik”.4
Salah satu hal yang termasuk dalam muamalah adalah ija>rah. Ija>rah
diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur tolong-menolong
dalam kebaikan antara sesama manusia. Kenyataan ini digambarkan oleh
Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2 :
  …             
  
Artinya: …Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.5
Dari ayat ini secara umum menjelaskan segenap aktivitas bekerjasama
dihalalkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti
adanya ghara>r (ketidakjelasan) dan dharar (merugikan salah satu pihak).
Dalam bertransaki muamalah hendaknya ada kerelaan diantara kedua belah
pihak, kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Nisa ayat
29 :
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 2.
5 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006),
141.
































                
          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.6
Salah satu bentuk kerjasama dalam klasifikasi muamalah adalah
ija>rah. Secara etimologi, kata ija>rah berasal dari kata ajru yang berarti
‘iwa<d}’ (pengganti). Oleh karena itu thawa<b (pahala) disebut juga dengan
ajru (upah).7 Dalam syariat Islam dinamakan ija>rah yaitu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.8
Dalam arti luas, ija>rah bermakna suatu akad yang berisi penukaran
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.9
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ija>rah adalah akad pemindahan hak
guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran
sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.
Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
sewa menyewa adalah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu
dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan
perjanjian.
6 Ibid., 125.
7 Yan Tirtobisono, Kamus Bahasa Arab Indonesia (Bandung : Apollo Leatrai, 2000), 12.
8 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4 (Jakarta: Pena Undi Aksara, 2006), 203.
9 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
































Dilihat dari segi objek ija>rah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu
ija>rah yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. Ija>rah yang bersifat
manfaat contohnya sewa menyewa rumah, toko. Sedangkan yang bersifat
pekerjaan adalah dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan. Sebagaimana  firman Allah QS. At-Talaq ayat 6 :
 …    …
Artinya: …Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya…10
Rasulullah Saw juga menjelaskan bahwa:
 ﱠِﱯﱠﻨَﻟا ﱠنَأ  ِِّيرُْﺪْﳋَا ٍﺪﻴِﻌَﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋَو - َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ ﱠ َا ﻰﱠﻠَﺻ ) : ًاﲑِﺟَأ َﺮَﺟْﺄَﺘْﺳِا ِﻦَﻣ ,
 َُﻪﺗَﺮْﺟُأ ُﻪَﻟ ْﻢِّﻠَﺴُﻴْﻠَـﻓ( ٌعَﺎﻄِﻘِْﻧا ِﻪﻴِﻓَو ِقاﱠزﱠﺮَﻟا ُﺪْﺒَﻋ ُﻩاَوَر , ِﺮَﻃ ْﻦِﻣ ﱡﻲِﻘَﻬ ْـﻴَـﺒَْﻟا ُﻪَﻠَﺻَوَو َﺔَﻔﻴِﻨَﺣ ِﰊَأ ِﻖﻳ
Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja
hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits
munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.11
Berdasarkan dalil ini, dijelaskan bahwa harus ada penentuan upah saat
menjadikan seseorang untuk dijadikan buruh atas pekerjaaan yang telah
disepakati oleh kedua pihak. Ajaran Islam yang ada dalam al-Qur’an dan
hadis telah jelas memperbolehkan akad ija>rah, karena pada dasarnya setiap
manusia saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Dalam realitanya
perkembangan praktek upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi
masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan, salah satu bentuk upah
10 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,. 816.
11 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Tasikmalaya:
Pustaka Al-Hidayah, 2008), 940
































mengupah yang menarik dibahas adalah pengupahan atas jasa penjaga
tambak yang ada di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo.
Mayoritas penduduk di Desa Kedung Peluk tidak memiliki lahan
tambak. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai penjaga
tambak, pemilik tambak di Desa Kedung Peluk berasal dari desa tetangga
yang masih dalam satu kecamatan. Penjaga tambak menjaga tambak di Desa
Kedung Peluk tidak terikat waktu, akan tetapi mereka harus
bertanggungjawab atas ikan yang berada di dalam tambak tersebut. Pemilik
tambak menjelaskan akan memberikan upah kepada penjaga tambak pada
saat setiap panen. Namun ketika panen pemilik tambak tidak segera
memberikan upah kepada penjaga tambak, melainkan satu tahun pemilik
tambak melakukan perhitungan upah dan perhitungan modal. Sedangkan satu
tahun terdapat 4 (empat) kali panen. Akan tetapi penjaga tambak boleh
berhutang kepada pemilik tambak maksimal Rp. 600.000 per bulan, hal ini
tergantung persetujuan dari pemilik tambak.
Ketika panen tiba, pemilik tambak juga langsung membawa hasil
panen ke gudang, dan tidak menimbang ikan ditambak. Hal ini menyebabkan
penjaga tambak tidak mengetahui berat hasil panen yang akan dijual.
Pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai dengan
perkiraannya
Hal ini berbeda dengan mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh
pemilik tambak yang lain, disana ada sekelompok pemilik tambak yang jujur
































dan terbuka. Ketika menimbang hasil panen, ada keterbukaan antara juragan
dan penjaga tambak, yaitu mengenai besarnya modal yang dikeluarkan
pemilik tambak, dan banyaknya ikan yang berhasil dipanen.12
Dari pemaparan penulis, dapat diketahui bahwa pemilik tambak
mempersulit dan menunda pemberian upah kepada penjaga tambak, juga
terdapat ketidakjelasan pemberian upahnya. Hal ini membuat penulis ingin
mendeskripsikan masalah tentang pengupahan terhadap para penjaga tambak
atas hasil panen ikan yang telah dikerjakan, dan menurut penulis setelah
diamati dalam praktik di lapangan terdapat perbedaan dengan konsep yang
ada dalam hukum Islam yaitu ija>rah.
Dalam mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya,
waktu, upah serta tenaganya. Persoalan yang harus digarisbawahi adalah
besaran nominal upah yang tidak jelas nominalnya, dan pemberian upah yang
ditunda. Dari alasan tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dikaji.
Untuk itu penulis akan meneliti lebih jauh lagi apakah penetapan ujrah di
atas sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu penulis meneliti permasalahan
tersebut melalui skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Upah Penjaga Tambak Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo”.
12 Udin, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017.
































B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah dalam
penelitian ini. Adapun masalah- masalah tersebut diidentifikasi sebagai
berikut:
1. Mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
2. Pemberian upah yang tidak jelas nominalnya
3. Besaran upah yang diterima masing- masing penjaga tambak
4. Faktor – faktor yang melatarbelakangi pemberian upah yang tidak jelas
nominalnya kepada penjaga tambak
5. Adanya ketidakjelasan jam kerja penjaga tambak
6. Pemberian upah yang ditunda
7. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik tambak dan
penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo
Untuk memfokuskan permasalahan yang sudah ada di atas, maka
penulis membahas pada masalah tentang:
1. Mekanisme pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak di
Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik tambak dan
penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo

































Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga
tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan antara pemilik
tambak dan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo ?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada dasarnya adalah kajian atau penelitian yang sudah
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas
bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dari
kajian atau penelitian yang telah ada, diantaranya :
1. M. Farid Fadlullah “Studi Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan
Berdasarkan Kelebihan Timbangan Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan
Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”. Skripsi ini  membahas tentang
praktik pengupahan berdasarkan  kelebihan timbangan melibatkan dua
pihak, yaitu kelompok tani dan pekerja timbang. Kelompok tani sebagai
penyewa jasa (musta’jir), sedangkan pekerja timbang sebagai orang yang
menyewakan jasanya (muajjir). Objek Ija>rah nya adalah penimbangan
kelapa sawit. Sedang upah pekerja timbang disesuaikan  dengan jumlah
































kelebihan timbangan, yang keudian diuangkan. Kemudian upah tersebut
diberikan dalam jangka waktu sebulan sekali.13
2. Siti Lisah “Analisis Al-‘Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang
Sistem Pengupahan buruh Tani di Desa Penyaksagan Kecamatan
Kelampis Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini membahas tentang
pengupahan buruh tani dan pemilik sawah yang tidak ada kesepakatan
terlebih dahulu mengenai bentuk upahnya, dalam pembayaran upahnya
diberikan setelah bekerja setiap harinya dan upah yang diberikan kepada
buruh tani berupa hasil panen.14
3. Septi Wulan Sari “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum
Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las
Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”.
Skripsi ini menjelaskan bahwa sistem pengupahan di bengkel las
menggunakan dua sistem yaitu sistem jangka waktu khususnya upah
harian dan upah borongan. Upah pekerja bengkel las dengan sistem harian
dan produk etalase, knopi dan lainnya selain stainless dan harmonica
belum memenuhi standar UMK Tulungagung, namun untuk tukang baik
baik sistem harian maupun borongan telah memenuhi standar. Dalam
13 M. Farid Fadlullah, “Studi Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan
Timbangan Di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”, (Skripsi
– UIN Sunan Ampel, 2016)
14 Siti Lisah, “Analisis Al’Urf terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan
Buruh Tani di Desa Penyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”, (Skripsi-IAIN
Sunan Ampel, 2012)
































Islam, upah yang diterima harus berprinsipkan sistem keadilan, kelayakan
dan kebajikan.15
4. Siti Saroh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Praktik Ijol
Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal). Skripsi ini membahas tentang praktik ijol garapan
terjadi disebabkan karena petani yang menyewakan sawahnya untuk
pembuatan batu–bata merah tidak mau menyewakan sawahnya kecuali
dengan pembayaran sewa atau upah yang berupa manfaat (garapan sawah)
yang bersifat sementara, dan tambahan uang yang telah disepakati guna
mengganti kerugian tanah yang sudah berkurang.16
5. Fahmi Vidi Alamsyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah
Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon
Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini membahas tentang sistem upah
menurut borongan dan menurut waktu. Jumlah tenaga kerja pada PT Royal
Korindah  sebanyak 748 orang dengan besaran upah Rp. 52.500,-/hari.
Upah yang diterima oleh tenaga kerja dalam waktu kerja 21 hari Rp.
1.102.500,-/ bulan melebihi ambang batas ketetapan upah minimum
provinsi Jawa Tengah. Menurut peneliti, akad ijarah yang diterapkan
15 Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK)
dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”, (Skripsi – IAIN Tulungagung, 2015)
16 Siti saroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa dalam Praktik Ijol Garapan  (Studi
Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal), (Skripsi-UIN Walisongo,
2016)
































sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten dan diperbolehkan
menurut hukum Islam.17
Dengan beberapa kajian pustaka di atas, dengan ini penulis lebih
memfokuskan penelitian dari mekanisme pengupahan yang tidak jelas
nominalnya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga
Tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, yaitu
bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan
tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
1. Mengetahui tentang mekanisme pengupahan antara pemilik tambak
kepada penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan antara
pemilik tambak kepada penjaga tambak di Desa Kedung Peluk
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :
1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya
referensi tentang mekanisme pengupahan pemilik tambak kepada penjaga
17 Fahmi Vidi Alamsyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT
Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”, (Skripsi-IAIN Purwokerto,
2015)
































tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
agar dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam
ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam sekaligus dapat dijadikan
bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan secara Praktis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan
yang bersifat empiris, khususnya sebagai masukan dan sumbangsih bagi
pihak pemilik tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo dalam proses melakukan penetapan ujrah.
G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka
perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas
yaitu:
Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
hukum muamalah, terkait dengan akad ija>rah yang
bersumber dari al-Qur’an, hadits maupun
beberapa pendapat ulama fiqh.
Upah Penjaga Tambak : Pemberian imbalan kepada seseorang atas suatu
jasa atau pekerjaan sebagai penjaga tambak, yaitu
upah yang tidak diberikan ketika panen (4 bulan),
namun setiap bulan penjaga tambak boleh
berhutang kepada pemilik tambak berdasarkan
nominal yang telah disetujui pemilik tambak.
































Upah yang diberikan kepada penjaga tambak tidak
jelas nominalnya, karena pemilik tambak
terkadang tidak menyetujui hutang (bon) yang
diajukan penjaga tambak dan pemilik tambak




Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field
research), yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan
mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.18
Penelitian ini berada di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, dalam penelitian kualitatif data tidak diperoleh dari data statistik
maupun hitungan lainnya.19 Penelitian ini dilakukan secara intensif dan
terperinci terhadap Mekanisme Pengupahan Penjaga Tambak di Desa
Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
18Juliansyah Nor, Metodologi Penelitian ( Jakarta: Kencana, 2011), 34.
19Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

































Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo.
4. Obyek Penelitian
Pengupahan yang diberikan kepada penjaga tambak yang tidak jelas
nominalnya, serta pemberian upah yang ditunda di Desa Kedung Peluk
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
5. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam
literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait pengupahan
penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo, meliputi data primer dan sekunder yaitu :
a. Sumber Primer
Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara
langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian
yang dilakukan dalam penelitian.20 yaitu tentang pengupahan penjaga
tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik tambak yang
berjumlah 6 orang, penjaga tambak yang berjumlah 7 orang, mreman
yang berjumlah 1 orang, perangkat desa yang berjumlah 1 orang.
20 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta: Grasindo, 2015), 168

































Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti
dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau
referensi terdahulu.21 Data tersebut sebagian besar merupakan
literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini
bersumber dari buku- buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja
yang berhubungan dengan masalah pengupahan penjaga tambak di
Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
1) Adimarwan Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.
2) Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min
Adillatil Ahkam.
3) Helmi Karim, Fiqih Muamalah.
4) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.
5) Ismail, Perbankan Syariah.
6) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.
7) Syaichul Hadi Purnomo. Antologi Kajian Islam,
8) Dan buku- buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Teknik Pengumpulan Data
Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat
penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai
berikut:
21 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Gholia
Indonesia, 2002), 31
































a. Teknik interview (wawancara)
Wawancara atau dalam istilah lain disebut interview,22 interview
adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu,
ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih
berhadap- hadapan secara fisik. Adapun wawancara yang dilakukan
terkait dengan penelitian ini adalah pemilik tambak dan penjaga
tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang
diperoleh dari data tertulis.23 Dokumen dapat diperoleh dari buku,
arsip, foto dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan
permasalahan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh dari
peneliti adalah berupa foto yang terdapat dalam lampiran, dan
rekaman terkait mekanisme pengupahan yang dilakukan pemilik
tambak kepada penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo.
7. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara- cara atau
rumus- rumus tertentu. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan
organizing, editing, dan analizing.
22 Alex, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer (Surabaya: Karya Harapan, 2005), 664
23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif…, 208.

































Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan
sebelumnya untuk memperoleh bukti- bukti dan gambaran secara
jelas tentang pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
b. Editing
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang
dikumpulkan.24 Adapun teknik pengolahan data editing dalam
penelitian yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi
kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi
data pengupahan yang diberikan antara pemilik tambak kepada
penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo.
c. Analizing
Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga
diperoleh kesimpulan mengenai Pengupahan yang diberikan pemilik
tambak kepada penjaga tambak di Kabupaten Kedung Peluk
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
24 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal, 2012), 253
































8. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul
dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan.25
Dalam menganalisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif
dengan pola pikir induktif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat
deskripsi atau gambaran mengenai fakta- fakta, sifat- sifat atau hubungan
fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini
penulis akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
Pengupahan Penjaga Tambak di Kabupaten Kedung Peluk Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo.
Pola pikir induktif adalah metode yang digunakan untuk
mengemukakan fakta – fakta atau kenyataan dari hasil penelitian tentang
pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo, kemudian ditinjau dari hukum islam.
I. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika
pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:
Bab pertama adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
25 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 240.
































kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai
pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian
dan dasar hukum akad ija>rah, rukun dan syarat  akad ija>rah, macam – macam
akad ija>rah, berakhirnya akad ija>rah, pengertian ujrah, dasar hukum ujrah, rukun
dan syarat ujrah, serta jenis – jenis ujrah.
Bab ketiga, pada bab ini diterangkan tentang hasil penelitian, yaitu
gambaran umum Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,
dan praktik pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo.
Bab keempat memuat menerangkan analisis mekanisme pengupahan
penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
Dan analisis hukum islam terhadap mekanisme pengupahan penjaga tambak di
Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
Bab kelima merupakan penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan sebagai
jawaban dari permasalahan dan saran yang digunakan untuk acuan pada
penelitian selanjutnya.

































IJA>RAH MENURUT HUKUM ISLAM
A. Pengertian Ija>rah
Al ija>rah berasal dari kata Al ajru yang berarti Al iwadhu (ganti). Dari
sebab itu Ath tha<wab (pahala) dinamai ajru (upah).1 Ija>rah adalah perjanjian
sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.2
Kalau sekiranya kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata ija>rah dengan sewa
menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk
dimanfaatkan barangnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti
luas, ija>rah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan
jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan
menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dan benda itu sendiri.3
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan
ija>rah, antara lain sebagai berikut :
1. Menurut Hanafiyah dikutip dari Hendi Suhendi, ija>rah adalah akad untuk
membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat
yang disewa dengan imbalan.
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah terj Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : Alma’arif, 1988), 15.
2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 247.
3 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),  29.
































2. Menurut Malikiyah dikutip dari Hendi Suhendi, ija>rah adalah nama bagi akad-
akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang
dapat dipindahkan.4
3. Menurut Syafi’iyah dikutip dari Nasrun Haroen, ija>rah adalah transaksi
terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh
dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.5
4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah dikutip dari Hendi
Suhendi, ija>rah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk
memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
5. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib dikutip dari Hendi Suhendi, ija>rah
adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
6. Menurut Sayyid Sabiq dikutip dari Hendi Suhendi, ija>rah adalah suatu jenis
akad untk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
7. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dari Hendi Suhendi, ija>rah adalah akad
yang objeknya berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu
pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
8. Menurut Idris Ahmad dikutip dari Hendi Suhendi, ija>rah adalah mengambil
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat
tertentu.6
4 Hendi Suhendi. Fiqh Muamala, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 114.
5 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000),  229.
6 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah…, 114-115.
































Akad ija>rah tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil manfaatnya,
karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua
jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat
ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan
kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.
Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil
susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. Sedangkan dalam
keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah’ain (barangnya) itu
sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.
Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang seperti rumah untuk
ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya,
seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna
(celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk kerja
pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.7
Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu’ajjir (orang yang
menyewakan), sedangkan pihak lain yang menerima sewa disebut musta’jir
(orang yang menyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya
disebut ma’jur (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan
manfaat disebut ajran atau ujrah (upah). Ketika sewa menyewa yang telah
berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang
7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 15.
































menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah mu’awadhah
(penggantian).8
B. Landasan Hukum
Dasar-dasar hukum ija>rah adalah Al-Qur’an, As-Sunnah dan Al-Ijma.
1. Dasar hukum dalam Al-Qur’an adalah
1) Surat al-Baqarah ayat 233
 …                        
          
Artinya : …dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.9
2) Surat al-Qashas ayat 26
                      
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya".10
8 Ibid.
9 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.
10 Ibid., 547.
































3) Surah Az-Zuhruf ayat 32
                             
                   
  
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.11
2. Dasar hukum ija>rah dari Al-Hadis adalah :
1) Hadis pertama, yakni diriwayatkan:
 ِﺐَﻫﱠﺬﻟ ِ  ِضْرَْﻷا ِءاَﺮِﻛ ْﻦَﻋ ٍﺞﻳِﺪَﺧ َﻦْﺑ َﻊِﻓَار ُﺖَْﻟﺄَﺳ َلَﺎﻗ ﱡيِرﺎَﺼَْﻧْﻷا ٍﺲْﻴَـﻗ ﻦْﺑ ﺔََﻠﻈْﻨَﺣ  ْﻦَﻋ
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﱯﱠﻨﻟا ِﺪْﻬَﻋ ﻰَﻠَﻋ َنوُﺮِﺟاَﺆُـﻳ ُسﺎﱠﻨﻟا َنﺎَﻛ َﺎ ﱠﳕِإ ِﻪِﺑ َسَْ  َﻻ َلﺎَﻘَـﻓ ِقِرَﻮْﻟاَو
 َﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو اَﺬَﻫ ُﻢَﻠْﺴَﻳَو اَﺬَﻫ ُﻚِﻠْﻬَـﻴَـﻓ ِْعرﱠﺰﻟا ْﻦِﻣ َءﺎَﻴْﺷَأَو ِلِواََﺪْﳉا ِلﺎَﺒْـﻗَأَو ِت َ َ ِذﺎ
 ٌءْﻲَﺷ ﺎﱠﻣََﺄﻓ ُﻪْﻨَﻋ َﺮُِﺟز َﻚِﻟَﺬَِﻠﻓ اَﺬَﻫ ﱠﻻِإ ٌءاَﺮِﻛ ِسﺎﱠﻨﻠِﻟ ْﻦُﻜَﻳ ْﻢَﻠ َـﻓ اَﺬَﻫ ُﻚِﻠْﻬَـﻳَو اَﺬَﻫ ُﻢَﻠْﺴَﻳَو
 ِﻪِﺑ َسَْ  َﻼَﻓ ٌنﻮُﻤْﻀَﻣ ٌمﻮُﻠْﻌَﻣ
Dari Hanzhalah bin Qais Al Anshari, dia berkata, "Saya pernah bertanya
kepada Rafi' bin Khadij tentang penyewaan tanah yang dibayar dengan
emas dan perak. Rafi' bin Khadij menjawab, Tidak apa-apa. Dulu pada
masa Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya
dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di
sekitar saluran air atau parit, atau sejumlah tanaman itu sendiri. Jadi
tidaklah mengherankan, apabila suatu ketika si pemilik tanah merasa rugi
dan orang yang menyewa itu malah mendapat untung. Atau sebaliknya,
pemilik tanah itu mendapat untung dan orang yang menyewa itu merasa
rugi. Tetapi anehnya, orang-orang banyak yang melakukan penyewaan
tanah dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah melarang
penyewaan tanah seperti di atas. Sedangkan penyewaan tanah dengan
11 Ibid., 647.
































pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan,
maka hal itu tidak dilarang.12
2) Hadis kedua, yakni diriwayatkan:
 ﱠِﱯﱠﻨَﻟا ﱠنَأ  ِّيِرُْﺪْﳋَا ٍﺪﻴِﻌَﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋَو- َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ َا ﻰﱠﻠَﺻ ) : َﺮَﺟْﺄَﺘْﺳِا ِﻦَﻣ
 ًاﲑِﺟَأ , ُﻪَﺗَﺮْﺟُأ ُﻪَﻟ ْﻢِّﻠَﺴُﻴْﻠَـﻓ( ٌعَﺎﻄِﻘْﻧِا ِﻪﻴِﻓَو ِقاﱠزﱠﺮَﻟا ُﺪْﺒَﻋ ُﻩاَوَر , ْﻦِﻣ ﱡﻲِﻘَﻬ ْـﻴَـﺒَْﻟا ُﻪَﻠَﺻَوَو
 ِﺮَﻃ َﺔَﻔﻴِﻨَﺣ ِﰊَأ ِﻖﻳ
Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang
pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq.13
3. Landasan Ijma
Mengenai disyari’atkannya ija>rah, semua umat bersepakat tidak ada
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada
beberapa di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak
dianggap. ija>rah disyari’atkan karena manusia menghajatkannya, mereka
membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan tanah untuk
bercocok tanam, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain.14
C. Rukun dan Syarat
1. Rukun
Menurut Hanafiyah dikutip dari Nasrun Haroen, rukun ija>rah hanya satu
yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa
12 Syaikh Al-Albani Ebook Mukhtashar Shahih Muslim revisi  1.03 update (Jakarta: Pembuat  Ebook
Yoga Permana,2009), 978.
13 Ibid, 940.
14 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 18.
































menyewa). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa
atau imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat ija>rah, bukan termasuk
rukunnya.15 Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ija>rah ada empat, yaitu:
a. Aqid (orang yang berakad), yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan
musta’jir (orang yang menyewa)
b. Shighat (ijab dan qabul)
c. Upah atau uang sewa
d. Manfaat barang yang disewakan atau jasa dan tenaga seseorang yang
bekerja.16
2. Syarat-syarat ija>rah
Sebagai sebuah transaksi umum, syarat ija>rah baru dianggap sah apabila
telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum
dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad syarat ija>rah adalah
sebagai berikut
a. Mu’jir dan Musta’jir
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah dikutip dari Nasroen
Haroen, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila
orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila,
menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut
mereka syarat ija>rah nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan
15 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, 235.
16 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.
































Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus
mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz boleh melakukan
akad syarat ija>rah. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak
yang mumayyiz melakukan akad ija>rah terhadap harta atau dirinya, maka
akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk
melakukan akad ija>rah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa
melakukan itu, maka akadnya tidak sah.17 Hal ini didasarkan pada firman
Allah surah an- Nisa ayat 29, yaitu :
                      
   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.18
b. Shighat
Shighat merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat
akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab
adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan
17 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, 235.
18 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 122.
































kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang
diucapkan setelah adanya ijab.19
c. Ujrah
Ujrah adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang
atau tenaga orang lain. Ujrah disyaratkan harus jelas, tertentu, dan
sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat
menyatakan bahwa khamr dan babi tidak boleh menjadi upah dalam
akad syarat ija>rah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam
Islam.20
d. Ma’qu>d ‘alaih (barang atau manfaat)
Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa
syarat berikut ini :
1. Obyek ija>rah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung
dan tidak ada cacatnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh
menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan
langsung oleh penyewa. Misalnya, seorang menyewa rumah, maka
rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dimanfaatkan oleh
penyewa.
19 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 37.
20 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, 235.
































2. Objek ija>rah adalah sesuai syara’, tidak boleh menyewa seseorang
untuk menyantet orang lain, menyewa sesorang untuk membunuh
orang lain, begitu juga tidak boleh menyewa rumah atau gedung
bangunan untuk dijadikan tempat maksiat.21
3. Objek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi
penyewa, misalnya menyewa orang untuk  melaksankan shalat untuk
diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk
menggantikan haji penyewa akad seperti ini tidak sah dikarenakan
shalat dan mengaji merupakan suatu kewajiban yang harus
dilakukan sendiri oleh penyewa.
4. Objek ija>rah merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah,
kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Misalnya, dilarang untuk
menyewa sebatang pohon untuk digunakan  sebagai sarana penjemur
pakaian.22
5. Adanya penjelasan waktu pelaksanaan akad sewa menyewa.
Sebagian ulama tidak memberikan batas waktu maksimal atau
minimal dengan syarat harus ada batasan waktu berakhirnya akad.
Ulama Hanafiyah tidak mensyariatkan untuk penetapan awal waktu
akad, sedangkan ulama Syafi’iyah mensyariatkannya sebab apabila
tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang
21 Abdul Rahman Ghazali, et al., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 280.
22 Ibid.
































wajib dipenuhi. Dalam pengucapan masa sewa menurut ulama
Syafi’iyah , seseorang tidak boleh berkata, “Saya menyewakan
rumah ini setiap bulan Rp. 50.000” sebab pernyataan seperti ini
membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar
dengan berkata, “Saya sewa selama sebulan”. Sedangkan menurut
jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama,
sedangkan pada bulan sisanya adanya keridhaan dan kesesuaian
dengan uang sewa.
6. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan
ketika menyewa orang untuk bekerja, sehingga tidak terjadi
kesalahan atau pertentangan.23
D. Macam-Macam Ija>rah
Ulama fiqh membagi ija>rah dalam dua bagian sebagaimana diterangkan
dibawah ini:
1. Ija>rah atas ain, yaitu menyewa manfaat ain (benda) yang kelihatan, seperti
menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untuk
didiami. Asalkan ain nya itu dapat dilihat diketahui tempat atau letaknya.
Hal ini juga disebut sewa menyewa.
23 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung:CV. Pustaka setia, 2001), 128.
































2. Ija>rah diatas pengakuan akan tenaga, yaitu mengupahkan benda atas
sesuatu yang dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, barang itu akan
diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang
ditentukan. Hal ini dinamakan juga upah mengupah.24
E. Berakhirnya Akad Ija>rah
Adapun beberapa hal yang mengakibatkan perjanjian sewa menyewa
(ija>rah) adalah sebagai berikut:
1. Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu barang yang menjadi objek
perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika ditangan pihak
penyewa, yang mana kelalaian tersebut diakibatkan oleh pihak penyewa
sendiri, misalnya pengguna barang tidak sesuai dengan peruntukan barang
tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan
pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu barang yang menjadi objek
perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan  atau musnah sama sekali
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang
diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah toko,
kemudian toko yang diperjanjikan terbakar.25
24 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 139.
25 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 57-58.
































3. Waktu yang disepakati dalam ija>rah telah berakhir. Apabila yang
disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan lagi kepada
pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang
tersebut berhak menerima upahnya.26
4. Para fuqaha sepakat ija>rah habis dengan sebab masa ija>rah karena uzur
(halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia
dianggap habis ketika pada sampai batasnya itu, seperti tanah yang disewa
terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman




Menurut Idris Ahmad dikutip dari Hendi Suhendi, upah artinya mengambil
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat
tertentu.28 Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena
sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian
kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan
perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan
pekerjaannya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut
26 Abdul Rahman Gazaly, Fiqih Muamalah…, 283.
27 Wahbah al-Juhaili, al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu jilid V…, 432.
28 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, 115.
































maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari
orang yang menyuruh.29
Dalam perkara upah mengupah tidak dihalalkan melakukan uang hilang
sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang
ini tidak ada imbangnya, yang ada imbangnya hanyalah uang sewaan dengan
barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat
tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.30
Manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk
kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan
sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujrah yang masih samar hukumnya
adalah fasid. Sedangkan pembayaran itu ada dua macam, yaitu pertama: pegawai
khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang memperkerjakannya
dan tidak bekerja pada orang lain, diantaranya yakni pegwai negeri. Kedua :
pegawai universal, yaitu orang yang bekerja pada orang yang
memperkerjakannya dan bekerja pada orang lain, seperti penjahit, menyembelih
hewan dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan upah dari hasil pekerjaanya
itu. Jika mereka bekerja berhak mendapatkan gaji, jika mereka tidak bekerja,
maka tidak berhak mendapatkan gaji.31
29 Ismail Nawawi, Fiqh Mu’amalah…, 225.
30 Ibnu Mas’ud, Fiqh Madzhab Syafi’I…, 138.
31 M. Rawwas Qal’haji, Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1999), 177.
































Jadi upah yang dimaksud adalah setiap harta yang diberikan sebagai
imbalan atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, yang memiliki nilai harta dan
dapat dimanfaatkan.
G. Dasar Hukum Ujrah
Dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah SWT dan sunnah
Rasulullah, sebagai berikut:
1. Dalam al-Qur’an
1) Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan
maka ia akan mendapatkan upah, sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-
Kahfi ayat 77:
                     
            
Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada
penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu,
tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir
roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau
kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".32
32 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 455.
































2) Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa upah diberikan karena meyusui anak,
sebagaimana dalam al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6:
                    
                      
                
Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri
yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika
kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.33
2. Dalam as-Sunnah
1) Hadis pertama tentang pemberian upah sebelum kering keringat pekerja,
sebagaimana dijelaksan dalam hadis riwayat Ibnu Majah:
 َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑِا ْﻦَﻋَو-ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُ ﱠ َا َﻲِﺿَر- َلَﺎﻗ : ﷺ ِﱠ َا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ ) ُﻩَﺮْﺟَأ َﲑِﺟَْﻷَا اﻮُﻄْﻋَأ
 َِﳚ ْنَأ َﻞْﺒَـﻗ ُُﻪﻗَﺮَﻋ ﱠﻒ(ﻪَﺟﺎَﻣ ُﻦْﺑِا ُﻩاَوَر
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum
mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.34
2) Hadis kedua, yakni diriwayatkan
 ﱠِﱯﱠﻨَﻟا ﱠنَأ  ِّيِرُْﺪْﳋَا ٍﺪﻴِﻌَﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋَو- َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ ﱠ َا ﻰﱠﻠَﺻ ) : ًاﲑِﺟَأ َﺮَﺟْﺄَﺘْﺳِا ِﻦَﻣ ,
33 Ibid., 946.
34 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Tasikmalaya:
Pustaka Al-Hidayah, 2008), 938.
































 ُﻪَﺗَﺮْﺟُأ ُﻪَﻟ ْﻢِّﻠَﺴُﻴْﻠَـﻓ( ٌعَﺎﻄِﻘْﻧِا ِﻪﻴِﻓَو ِقاﱠزﱠﺮَﻟا ُﺪْﺒَﻋ ُﻩاَوَر , ِﺮَﻃ ْﻦِﻣ ﱡﻲِﻘَﻬ ْـﻴَـﺒَْﻟا ُﻪَﻠَﺻَوَو ِﰊَأ ِﻖﻳ
 َﺔَﻔﻴِﻨَﺣ
Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja
hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq.35
H. Rukun dan Syarat Ujrah
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk seesuatu, sehingga sesuatu itu
terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.
1. ‘A>qid (orang yang berakad)
A>qid yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang
memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu’jir dan musta’jir.
Mu’jir dan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan
sesuatu dan menyewakan sesuatu.36
2. Sighat Akad
Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang
berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad,
yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur
dimaksud ijab dan kabul. Dalam ijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu:
35 Ibid, 940.
36 Hendi Suhendi, Fiqih Mua’malah…, 117.
































a. Akad dengan lafazh (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang
dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat
komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
b. Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya
tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai
kekuatan hukum. Dalam hukum islam, perikatan dengan utang piutang
diperintahkan untuk melakukan secara tulis dan ada yang
menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat
dijadikan alat bukti di pengadilan
c. Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya
jual besi di swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol,
pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
d. Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat
berbicara atau tunarungu.37
Untuk sah nya pelaksanaan (pembayaran upah), diperlukan beberapa
syarat diantaranya:
1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah
seorang diantara mereka merasa dipaksa, maka tidak sah.
2. Hendakmya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan
diketahui.
37 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilakukan Hukum Perikatan Dalam Islam (Bandung:
Pustaka Setia, 2011), 224-225.
































3. Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui,
hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua
pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara
keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna untuk
mempertegas akad.38
4. Upah haruslah dilakukan dengan akad dan juga penyerahannya
dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan
upahnya harus dibayar pada saat akad.39
5. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna
meghindari perselisihan.
Jika manfaat itu tidak dijelaskan dan dapat menyebabkan perselisihan,
maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan terhadap objek akad (manfaat)
tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat
manfaat, masa waktu, akad penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para
pekerja.
1. Penjelasan tempat manfaat
Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan
dapat diketahui.40
38 Dimyauddin Djuwaini, Pegantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.
39 Ismail Nawai, Fiqh Mu’amalah…, 222.
40 Ibnu Mas’ud, Fiqh Madzhab Syafi’i …, 139.

































Ulama Hanafiah tida mensyaratkan untuk menetapkan waktu awal
waktu akad, sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkan, sebab bila tidak
dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib
dipenuhi.41
3. Penjelasan jenis pekerjaan
Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting ketika menyewa orang
untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak timbul masalah dikemudian
hari.
4. Penjelasan waktu kerja
Penjelasan batasan waktu kerja dijelaskan ketika orang tersebut akan
melakukan pekerjaan.
I. Macam-Macam Ujrah
Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja,
tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka
jenisnya pun sangat beragam, yaitu:
1. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji
dan membaca al-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama
karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat
Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat,
41 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah…, 127.
































puasa, haji dan membaca al-Qur’an yang pahalanya dijadikan kepada orang
tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram
hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.42
2. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyaratkan
menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau
tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus
dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang
menyewakan mengijinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila
syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).
Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tanaman.
Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam ditanah.43
3. Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda
dalam upah menyusui anak diantaranya adalah as-Shahiban (dua murid Abu
Hanifah) dan ulama Syafi’iyah, berdasarkan qiyas tidak boleh menyewa
seorang perempuan untuk menyusui ditambah makanan dan pakaian nya
karena ketidakjelasan upahnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya
berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 :
 …                        
         
42 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah…, 226.
43 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, terj Kamaluddin A. Marzuki…, 24.
































Artinya : …dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.44
Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak.
Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena
dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan
yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudaham demi kasih
sayang terhadap anak-anak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga menyepakati
pendapat ini.45
44 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 57.
45 Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam 5, terj Abdul Hayyie al-kattani…, 400-401.

































PELAKSANAAN PENGUPAHAN PENJAGA TAMBAK DI DESA KEDUNG
PELUK KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak lokasi
Kedung Peluk adalah salah satu desa yang terletak di Sidoarjo yang
terkenal akan hasil alam yang berupa ikan, yang dikelola oleh masyarakat
itu sendiri. Desa Kedung Peluk terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten
Sidoarjo yang memiliki luas wilayah 1.128.665 Ha (719,63 km2). Desa
Kedung Peluk mayoritas dikelilingi oleh tambak karena tempatnya yang
berada di pelosok kota jauh dari pusat kota. Ketinggian tanah dari
permukaan laut yaitu sekitar 1,20 m, daerah ini termasuk kedalam daratan
rendah. Desa Kedung Peluk dikelilingi oleh sawah dan tambak, luas tanah
Desa Kedung Peluk 1.128.665 Ha digunakan 7.200 Ha sebagai jalan, 61.
846 Ha digunakan sebagai sawah dan ladang, 1.031.665 digunakan
sebagai empang atau tambak, 31.160 Ha berfungsi sebagai pemukiman
warga, 0,72 Ha digunakan sebagai tanah makam, dan untuk lain-lain
sebesar 2.545 Ha.1
1 Kantor Kelurahan Kedung Peluk, Data Kelurahan Kedung Peluk (Kedung Peluk: Kantor Kelurahan
Kedung Peluk, 2017).
































Jadi jarak Desa Kedung Peluk ke Kecamatan Candi kurang lebih 6 km
dapat ditempuh dengan sepeda motor 45 km/jam. Batas-batas wilayah
Desa Kedung Peluk adalah sebagai berikut :2
Tabel 3.1
Tentang komposisi batas wilayah
No. Batas Wilayah
1. Utara Kelurahan Gebang
2. Selatan Desa Banjar Panji
3. Barat Desa Kalipecabean
4 Timur Kelurahan Gebang
Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.
2. Kependudukan dan Keadaaan Sosial Ekonomi
Wilayah Kedung Peluk terbagi menjadi 19 Rukun Tetangga (RT) dan
4 Rukun  Warga (RW) dengan total keseluruhan jumlah penduduk 3522
jiwa dengan rincian sebagai berikut :
2 M. Rudiansyah, Staf Administrasi Desa, Wawancara, Sidoarjo 18 Desember 2017

































Jumlah Penduduk Desa Kedung Peluk
No Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-Laki 1732 jiwa
2. Perempuan 1790 jiwa
Jumlah 3522 jiwa
Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.
Berdasarkan data pada tabel diatas jumlah perempuan lebih banyak
daripada jumlah laki-laki. Mata pencaharian penduduk atau profesi Desa
Kedung Peluk beraneka ragam, diantaranya adalah sebagai berikut :3
3 Data Arsip Demografi Desa Kedung Peluk Tahun 2017.

































Profesi Penduduk Desa Kedung Peluk
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo
No Pekerjaan Jumlah
1 Buruh  tani 28









Data dari Kantor Kepala Desa Kedung Peluk Tahun 2017.
Masyarakat Kedung Peluk mayoritas mata pencahariannya dikenal
sebagai petani tambak oleh masyarakat luas. Adapun mata pencaharian
masyarakat Kedung peluk yang lain yaitu sebagai buruh tani, pedagang
dan pegawai swasta. Masyarakat Kedung Peluk hampir 70% mereka
































adalah buruh penjaga tambak. Sedangkan perdagangan umumnya
merupakan pekerjaan sampingan bagi sebagian kecil buruh tambak.
Sebagian hasil bumi mereka adalah hasil tambak yang berupa ikan
yang langsung dijual ke pengepul dan atina.4 Sektor perdagangan yang
ada adalah pedagang perancang atau warung yang menjual kebutuhan
sehari-hari. Diantaranya sembako, makanan kecil, obat-obatan dan lain-
lain. Ada juga pedagang makanan yang menyediakan bakso, nasi pecel,
nasi campur dan lain-lain.
Mayoritas masyarakat Kedung Peluk beragama islam, aktifitas
keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Kedung peluk adalah tahlilan
dan diba’an. Kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Kedung
Peluk masih aktif dan berjalan seperti biasanya, kecuali pada bulan
Ramadhan kegiatan tersebut diliburkan dan dilanjutkan setelah hari raya
ketupat.
3. Sarana dan Prasana
Desa Kedung Peluk memiliki 5 masjid dan 4 musholla, sedangkan
sekolah yang berada di Desa Kedung Peluk yaitu, TK Dharma Wanita,
SDN Kedung Peluk 1, dan MI Islamiyah. Sarana kesehatan yang ada
ditengah-tengah desa terletak disebelah Balai Desa yaitu Pondok
Kesehatan Desa. Di Desa Kedung Peluk yang masih aktif digunakan yaitu
Posyandu balita maupun lansia, dan dilakukan sebulan sekali. Dari hasil
4 Mustofa, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017
































observasi lapangan, peneliti dpaat mendeskripsikan bahwa kehidupan
yang terkait kesehatan sangat diperhatikan.
Adanya fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
karena letak puskesmas sangat jauh dari desa. Jika masyarakat ada yang
sakit maka bisa berobat di PONKESDES. Adanya layanan pengobatan
gratis ini bisa membantu masyarakat dalam segi ekonomi, hal ini sangat
diperlukan karena bisa meringankan biaya berobat.
B. Pelaksanaan Pengupahan Penjaga Tambak Di Desa Kedung Peluk
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Desa Kedung Peluk merupakan desa paling timur di kecamatan Candi
kabupaten Sidoarjo yang dikelilingi oleh berhektar-hektar tambak darat air
payau. Warga Desa Kedung Peluk mayoritas berpenghasilan sebagai penjaga
tambak udang, ikan mujair dan bandeng, disini pemilik tambak kebanyakan
bukan  berasal dari desa Kedung Peluk melainkan dari desa tetangga. Dalam
mengelola tambak pihak pemilik tambak tidak bisa mengelola tambaknya
sendiri, sehingga mereka memerlukan penjaga tambak untuk menjaga dan
memberi makanan terhadap ikan ditambak.
Sistem pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika masa panen tiba.
Di Desa Kedung Peluk, praktek menyewa jasa penjaga tambak sudah cukup
































banyak. Dalam melakukan praktik sewa menyewa jasa dilakukan oleh dua
orang, yaitu mu’jir (pemilik tambak) dan musta’jir (penjaga tambak).
Berikut ini merupakan daftar pemilik tambak dan penjaga tambak di
Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:
Tabel 3.4
Daftar Pemilik Tambak dan Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk
NO Pemilik Tambak Isi Tambak Penjaga Tambak
1. Marijan Mujair dan Bandeng Khamim
2. Sulaiman Udang Waji
3. Suyono Bandeng Wawan
4. Mustofa Mujair Karmadi
5. Wiratno Bandeng dan Mujair Suparno
6. Supratman Udang Sidani
7. Deswanto Mujair nila Witono
8. Martoni Bandeng Siswono
9. Djumadi Mujair Priyoman
Sebelum memaparkan tentang hasil penelitian, sekilas peneliti
memaparkan biodata atau profil para informan dalam mekanisme pengupahan
penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,
diantaranya sebagai berikut :
































1. Bapak Marijan selaku pemilik tambak, yang beralamat di Desa Candi,
beliau berumur 55 tahun. Penjaga tambak yang bernama bapak
Khamim beralamat di Desa Banguwan berumur 48 Tahun. Luas
Tambak seluas 1 Ha, yang di isi Ikan Mujair dan Ikan Bandeng.
Pemilik Tambak bapak Marijan dan Penjaga Tambak Bapak Khamim
sudah melakukan kerjasama selama satu tahun.
2. Bapak Sulaiman yang beralamat di Desa banguwan RT 5 yang
berumur 53 tahun sebagai pemilik tambak, dan penjaga tambak dari
Bapak Sulaiman bernama Bapak Waji yang beralamat di Desa
Banguwan II RT 3. Beliau menjaga tambak milik Bapak Sulaiman
selama 11 bulan. Luas tambak Bapak Sulaiman seluas 2 Ha, tambak
milik Bapak Sulaiman berisi udang
3. Bapak Suyono selaku pemilik tambak  yang beralamat di Desa
Kendalpencabean, berumur 58 tahun, memiliki tambak seluas 1,5 Ha
yang berisi ikan Bandeng. Penjaga tambak milik Bapak Suyono
bernama Bapak Wawan yang berumur 56 tahun, beliau beralamat di
Desa Krembung, beliau sudah menjaga tambak milik Bapak Suyono
selama 10 bulan.
4. Bapak Mustofa yang beralamat di Desa Kedung Banteng merupakan
pemilik tambak, beliau sudah berumur 60 tahun. Luas tambak Bapak
Mustofa seluas 1,8 Ha, tambak milik Bapak Mustofa diisi dengan ikan
mujair. Penjaga tambak milik Bapak Mustofa bernama Bapak
































Karmadi berumur 52 tahun, beliau tinggal di daerah Wates. Bapak
Karmadi menjaga tambak milik Bapak Mustofa selama 11 bulan.
5. Bapak Wiratno selaku pemilik tambak tinggal di Desa Tanggulangin,
beliau berumur 62 tahun. Beliau memiliki tambak seluas 1,2 Ha,
tambak milik bapak Wiratno berisi ikan bandeng dan mujair. Penjaga
tambak milik bapak Wiratno bernama Bapak Suparno, beliau berumur
57 tahun. Beliau menjaga tambak milik Bapak Wiratno selama 1
tahun.
6. Bapak Supratman selaku pemilik tambak tinggal di Desa Pangkemiri,
beliau berumur 55 tahun. Beliau memiliki tambak seluas 1,3 Ha,
tambak milik bapak Supratman berisi udang. Penjaga tambak milik
bapak Supratman bernama bapak Sidani, beliau berumur 58 tahun.
Beliau menjaga tambak milik bapak Supratman selama 1,5 tahun.
7. Bapak Deswanto yang beralamat di Desa Kendal selaku pemilik
tambak berumur 60 tahun. Penjaga tambak milik bapak Deswanto
bernama bapak Witono, beliau berumur 48 tahun. Tambak milik bapak
Deswanto berisi ikan mujair nila, bapak Witono menjaga tambak milik
bapak Deswanto selama 2 tahun.
8. Bapak Martoni selaku pemilik tambak beralamat di desa Pampang,
beliau berumur 63 tahun. Penjaga tambak bapak Martoni bernama
bapak Siswono, beliau berumur 60 tahun. Tambak milik bapak
































Martoni berisi seluas 1,5 hektar dan berisi ikan bandeng, bapak
Siswono menjaga tambak milik bapak Martoni selama 1,5 tahun.
9. Bapak Djumadi selaku pemilik tambak, berumur 65 tahun. Beliau
tinggal  di desa Candi, penjaga tambak dari bapak Djumadi bernama
bapak Priyoman. Tambak milik bapak Djumadi berisi ikan mujair,
bapak Priyoman menjaga tambak milik bapak Djumadi selama 2
tahun.
10.Bapak Udin selaku mreman yang beralamat di Desa Kedung Peluk,
beliau berumur 53   tahun. Bapak Udin bekerja mreman di tambak
milik bapak Paniran.
Perjanjian sewa menyewa jasa penjaga tambak di Desa Kedung Peluk
bukan dilakukan secara tertulis, melainkan menggunakan ucapan.5 Hal ini
sudah menjadi adat istiadat masyarakat setempat, namun ada beberapa
pemilik tambak yang dalam mekanisme pengupahan agak berbeda dengan
pemilik tambak yang lain.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, menurut Bapak
Suyono selaku pemilik tambak, beliau menjelaskan bahwa modal untuk bibit
ikannya berasal dari pemilik tambak, dan makanan ikan juga berasal dari
pemilik tambak. Hal ini berdasarkan jenis ikannya, jika ikan bandeng
biasanya tidak diberi makanan secara terus menerus.6
5 Marijan, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017.
6 Suyono, Wawancara, Sidoarjo, 15 Oktober 2017.
































Dalam menjaga tambak, tidak ada waktu khusus melainkan harus
menjaga ikan yang berada didalam tambak miliknya agar ikan tersebut tidak
mati atau diambil orang sewaktu-waktu. Hal ini sudah berlaku sejak lama, dan
sudah ada kesepakatan antara sesama pihak.7
Menurut bapak Sulaiman selaku pemilik tambak Desa Kedung Peluk
yang mempunyai tambak seluas 2 hektar memberikan penjelasan bahwa upah
yang diberikan kepada penjaga tambak dilakukan ketika panen dan adanya
tradisi bon yang diberikan dalam sebulan sekali.8
Berdasarkan penjelasan dari bapak Suparno selaku penjaga tambak,
pemilik tambak tidak memberikan upah ketika panen. Namun hanya
memberikan bon saja, dalam memberikan bon antara pemilik tambak kepada
penjaga tambak tergantung dari persetujuan pemilik tambak. Biasanya pemilik
tambak memberikan bon kepada penjaga tambak sebanyak Rp. 600.000 dalam
satu bulan. Untuk mendapatkan bon dari pemilik tambak, penjaga tambak
mendatangi rumah dari pemilik tambak itu sendiri. Jika penjaga tambak tidak
mengajukan bon, maka pemilik tambak tidak mengeluarkan upah untuk
penjaga tambak.9
Cara memanen ikan di Desa Kedung Peluk menggunakan beberapa
peralatan, diantaranya menggunakan prayang, pirik’an, diesel atau pompa air.
Hasil ikan yang dipanen dibawa kegudang untuk ditimbang dan sebagian hasil
7 Wiratno, Wawancara, Sidoarjo, 15 Oktober 2017
8Sulaiman, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017.
9 Suparno, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017
































panen ada yang diekspor. Di Kecamatan Candi terdapat beberapa gudang
diantaranya terletak di Kali Dawi, Kendal Doyong, Kedung Peluk.10
Berdasarkan keterangan dari Bapak Khamim, beliau menjelaskan
bahwa beliau menjaga tambak milik bapak Marijan. Berdasarkan penjelasan
dari beliau, pemilik tambak langsung membawa ikan dari hasil panen ke
gudang. ketika panen pemilik tambak tidak melakukan perhitungan upah dan
perhitungan modal, hanya dalam bentuk permintaan bon saja. Pemilik tambak
baru melakukan totalan ketika satu tahun.11
Hal ini juga dialami oleh penjaga tambak yang bernama bapak
Wawan, Berdasarkan penjelasan dari beliau, upah yang diberikan kepada
bapak Wawan kadang tidak ada tambahannya dalam satu tahun, sehingga
upahnya hanya berbentuk bon-bon an dalam satu kali panen atau 4 bulan. Hal
ini dikarenakan ketika panen, bapak Suyono membawa ikan hasil panen
langsung menuju gudang sehingga bapak Wawan tidak megetahui berapa
kilogram ikan yang berhasil dipanen.
Dalam pelaksanaan pengupahan penjaga tambak tidak mengetahui
secara akurat timbangan hasil ikan yang di panen, hal ini menyebabkan
penjaga tambak tidak ada kerelaan dalam melaksanakan praktek pengupahan
ini. Besaran upah penjaga tambak tergantung dari hasil panen, jika hasil panen
banyak upah penjaga tambak juga semakin bertambah. Namun, pemilik
10 Karmadi, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017.
11 Khamim, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017.
































tambak tidak memiliki keterbukaan dengan penjaga tambak terkait hasil
panen.12
Menurut bapak Udin, selaku penduduk di Desa Kedung Peluk yang
berprofesi sebagai mreman menjelaskan bahwa penjaga tambak di desa
Kedung Peluk sering bergonta ganti karena adanya pengupahan yang
ditangguhkan dan besaran upah yang tidak jelas nominalnya. Sebagian besar
penjaga tambak akan memilih untuk bekerja pada pemilik tambak yang lain
ketika mereka sudah mengetahui mekanisme pengupahan yang tidak
transparan, yang dilakukan oleh pemilik tambak. Rata-rata penjaga tambak
akan memilih bekerja pada pemilik tambak yang lain ketika upahnya sudah
dibayar (1 tahun).
Para penjaga tambak lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain atau
mencari pemilik tambak yang dalam mekanisme pengupahannya transparan.
Praktek pengupahan yang demikian masih banyak dijumpai di desa Kedung
Peluk. Namun di Desa Kedung Peluk juga tidak sedikit ada pemilik tambak
yang jujur, yang dalam mekanisme pengupahannya transparan.13
Bapak Sidani selaku penjaga tambak milik bapak Supratman
menjelaskan bahwa, upah diberikan ketika panen. Pemilik tambak melakukan
perhitungan modal dan upah dalam 4 bulan sekali, pemilik tambak
memperbolehkan penjaga tambak untuk mengajukan bon kepada pemilik
12 Wawan, Wawancara, Sidoarjo, 15 Oktober2017.
13 Udin, Wawancara, Sidoarjo, 5 Desember 2017.
































tambak setiap bulan sebesar Rp. 600.000. hal ini tergantung penjaga tambak
dalam mengajukan bon, tidak setiap bulan penjaga tambak mengajukan bon
kepada pemilik tambak.14
Pada saat panen, bapak Witono selaku penjaga tambak menjelaskan
bahwa ikan yang berhasil dipanen ditimbang di tambak sebelum diangkut ke
gudang. Sehingga pemilik tambak dan penjaga tambak mengetahui berapa
banyak ikan yang berhasil dipanen.15 Hal ini berbeda dengan kelompok
pemilik tambak yang tidak jujur, mereka tidak menimbang hasil panen
ditambak melainkan langsung diangkut ke gudang.
Dalam setiap kali panen, pemilik tambak mendapatkan hasil panen
sekitar 1 ton ikan bandeng, jika sedang memelihara ikan udang biasanya
mendapatkan hasil panen sekitar 1,2 ton. Hal ini tergantung pada banyak ikan
yang mati atau tidak.16
Bapak Priyoman menjelaskan bahwa dalam melakukan perhitungan
upah dan modal, pemilik tambak menjelaskan berapa banyak ikan yang
berhasil dipanen dan berapa banyak modal yang telah dikeluarkan pemilik
tambak. Hal ini membuat bapak Priyoman selaku penjaga tambak ridho
terhadap pengupahan yang dilakukan, karena pemilik tambak terbuka dan
transparan terkait perhitungan upah dan modal.17
14 Sidani, Wawancara, Sidoarjo, 28 April 2018.
15 Witono, Wawancara, Sidoarjo, 28 April 2018.
16 Martoni, Wawancara, Sidoarjo, 28 April 2018.
17 Priyoman, Wawancara, Sidoarjo, 28 April 2018.

































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
PENJAGA TAMBAK DI DESA KEDUNG PELUK KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO
A. Analisis Terhadap Mekanisme Pengupahan Penjaga Tambak Di Desa
Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai mekanisme
pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo. Di Desa Kedung Peluk mayoritas penduduknya adalah sebagai penjaga
tambak, hal ini dikarenakan Desa Kedung Peluk mayoritas dikelilingi oleh lahan
tambak. Kegiatan mengelola lahan tambak merupakan salah satu media bagi
masyarakat Desa Kedung Peluk untuk mencapai kemajuan dan kebutuhan hidup
dengan cara bekerja sama. Perjanjian sewa menyewa jasa penjaga tambak di
Desa Kedung Peluk bukan dilakukan secara tertulis, melainkan menggunakan
ucapan.
Pengupahan terhadap penjaga tambak sudah ada sejak dulu, hal ini
dikarenakan pemilik tambak memiliki keterbatasan waktu dalam mengelola
lahan tambaknya. Di Desa Kedung Peluk pemilik tambak memiliki lahan tambak
rata-rata 1,2 Hektar, kebanyakan pemilik tambak lebih memilih ikan mujair dan
bandeng untuk mengisi tambak mereka. Pemilik tambak mengisi tambaknya
menggunakan ikan mujair dan bandeng karena dalam memeliharanya agak
mudah daripada ikan-ikan lain. Dalam menjaga tambak, penjaga tambak tidak
































memiliki batasan waktu, melainkan harus menjaga ikan yang berada di dalam
tambak hingga panen. Hal ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah
pihak.
Upah yang diberikan pemilik tambak kepada penjaga tambak pada awal
akad dijelaskan akan diberikan ketika masa panen. Masa panen di tambak
biasanya 4 bulan sekali, namun ketika panen pemilik tambak tidak memberikan
upahnya. Pemilik tambak hanya memberikan bon-bon an saja per bulan kepada
penjaga tambak. Bon yang diberikan kepada penjaga tambak rata-rata Rp.
600.000. hal ini tergantung persetujuan dari pemilik tambak, terkadang pemilik
tambak tidak memberikan bon kepada penjaga tambak.
Pemilik tambak akan melakukan perhitungan upah dan perhitungan modal
kepada penjaga tambak ketika satu tahun, namun dalam perjanjian awal pemilik
tambak memberikan upah pada masa panen tiba. Satu tahun sama dengan tiga
kali masa panen, yang dimaksud perhitungan upah dan perhitungan modal yaitu
pemilik tambak akan memberikan upah atau tambahan dari bon-bon an selama
masa panen. Tetapi banyak pemilik tambak yang tidak memberikan tambahan
kepada penjaga tambak, karena pemilik tambak hanya memberitahukan bahwa
tidak ada tambahan upah untuk penjaga tambak, tanpa ada perhitungan modal
terlebih dahulu.
Penjaga tambak tidak bisa memperkirakan upah yang akan diterima, karena
pemilik tambak tidak transparan mengenai hasil ikan yang berhasil dipanen. Hal
































ini menyebabkan penjaga tambak tidak ridho terhadap mekanisme pengupahan
pemilik tambak. Penjaga tambak memilih untuk mencari pekerjaan yang lain
atau memilih pemilik tambak yang lebih terbuka dalam melakukan perhitungan
modal dan perhitungan upah, hal ini dikarenakan ada sebagian pemilik tambak
yang kurang transparan dan menangguhkan upahnya.
Mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh beberapa pemilik tambak
sangat berbeda dengan pengupahan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di
Desa Kedung Peluk, sebagian pemilik tambak melakukan perhitungan modal dan
memberikan upah kepada penjaga tambak ketika sudah berlangsung satu tahun.
Di Desa Kedung Peluk juga ada sekelompok pemilik tambak yang
transparan dan langsung memberikan upah ketika masa panen tiba, mereka
memberitahukan hasil timbangan dan hasil panen ikan pemilik tambak kepada
penjaga tambak. Hal ini membuat pemilik tambak dan penjaga tambak saling
ridho.
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Yang Diberikan Pemilik Tambak
Kepada Penjaga Tambak
Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dengan teori-teori
hukum islam untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban menurut hukum islam
dari praktek pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo.
































Jenis transaksi pengupahan penjaga tambak termasuk dalam akad ija>rah
yang bersifat pekerjaan (jasa) yakni memperkerjakan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan. Dalam pengupahan penjaga tambak yang ada di
Desa Kedung Peluk, pada awal akad dijelaskan bahwa upah diberikan saat panen
(4 bulan). Namun, pemilik tambak menangguhkan upahnya hingga satu tahun.
Ketika panen, pemilik tambak hanya memberikan bon kepada penjaga tambak,
pemberian bon tersebut tergantung dari persetujuan pemilik tambak.
Konsep pengupahan penjaga tambak di Desa kedung Peluk jika ditinjau dari
rukun sewa menyewa (ija>rah) menururt jumhur ulama yaitu ada empat, adanya
mu’jir (pemilik tambak) dan musta’jir (penjaga tambak), adanya sighat (ijab dan
qabul) antara kedua pihak yaitu pemilik tambak dan penjaga tambak, ujrah
(upah) berupa bon yang diberikan kepada penjaga tambak ketika panen dan
mulai dilakukan perhitungan modal ketika satu tahun yang seharusnya
melakukan perhitungan modal ketika panen, dan juga adanya manfaat yang
diambil oleh pemilik tambak yaitu tambaknya ada yang menjaga dan bagi
penjaga tambak yaitu mendapatkan upah.
Sebagai sebuah transaksi umum, syarat ija>rah baru dianggap sah apabila
telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum
dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad syarat ija>rah adalah sebagai
berikut :
































1. Mu’jir dan Musta’jir
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh
dan berakal. Dalam praktek pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung
Peluk ini sudah memenuhi syarat karena yang melakukan akad tersebut adalah
orang dewasa dan berakal, dan bukan termasuk orang gila maupun anak kecil
(mumayyiz).
2. Sighat terdiri dari ijab dan kabul antara mu’jir dan musta’jir, dalam
pengupahan penjaga tambak, ijab yang dilakukan disini yaitu penjelasan
pemilik tambak kepada penjaga tambak tentang kesepakatan kerja antara
pemilik tambak dan penjaga tambak mengenai pekerjaan penjagaan tambak di
Desa Kedung Peluk. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari
pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Dalam hal ini
penjaga tambak memberikan jawaban atas kesepakatan kerja dari pemilik
tambak. Sighat yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penjaga tambak
sudah memenuhi syarat.
3. Ujrah disyaratkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Ujrah
dalam pengupahan penjaga tambak belum memenuhi syarat karena
terdapatnya upah yang tidak jelas. Sedangkan dalam konsep ija>rah, ujrah yang
bersifat samar hukumnya fasid. Upah yang tidak jelas nominalnya disebabkan
karena pemilik tambak tidak terbuka mengenai hasil panen dan modal,
































sedangkan upah penjaga tambak tergantung dari banyaknya hasil panen.
Pemilik tambak memberikan upah berbentuk bon.
4. Ma’qu>d ‘alaih (barang atau manfaat), disyaratkan pada barang yang
disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :
a. Objek ija>rah adalah sesuai syara’, tidak boleh menyewa seseorang atau
menyantet orang lain, menyewa sesorang untuk membunuh orang lain.
Dalam pengupahan penjaga tambak, yang disewa adalah tenaga orang lain
yang digunakan untuk menjaga tambak. Hal ini telah sesuai dengan syarat
objek ija>rah .
b. Objek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa,
misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat dan mengaji. Di desa
Kedung Peluk yang disewa adalah tenaga orang lain untuk menjaga
tambak, dan bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan
sendiri oleh penyewa tetapi boleh diwakilkan.
c. Objek ija>rah merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah,
kendaraan, dan tenaga orang lain. Transaksi pengupahan penjaga tambak
sudah sesuai dengan syarat objek ija>rah karena yang disewa adalah tenaga
orang lain dan bisa disewakan.
d. Adanya penjelasan waktu pelaksanaan akad sewa menyewa. Dalam
pengupahan penjaga tambak dijelasakn bahwa penjaga tambak menjaga
tambak tidak terikat waktu, namun harus menjaga tambak sampai saat
































panen tiba. biasanya penjaga tambak menjaga tambak, ketika ikan yang
berada tambak sudah agak besar ukurannya. Hal ini sudah ada
kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan sesuai dengan syarat obyek
ija>rah.
e. Penjelasan tentang jenis pekerjaan diperlukan ketika menyewa orang
untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. Dalam
pengupahan penjaga tambak, pekerjaan yang dilakukan adalah menjaga
tambak milik pemilik tambak. Hal ini sudah sesuai dengan objek ija>rah.
Ditinjau dari hukum Islam, mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa
Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menggunakan akad sewa
menyewa atau ija>rah. ija>rah merupakan aktivitas bekerjasama yang dihalalkan
selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama. Seharusnya proses
pengupahan penjaga tambak tidak merugikan salah satu pihak dan tidak adanya
ghara>r (ketidakjelasan) seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2.
Ayat tersebut menjebut menjelaskan bahwa Allah Swt mengajarkan kita
untuk melakukan perniagaan dengan jalan yang baik dan memberikan hak-hak
manusia sesuai dengan proposional serta fungsinya, agar mereka saling ridha.
Jika mereka saling ridha maka akan tercipta sebuah kesejahteraan dan
menjauhkan kita dari perpecahan serta kemungkaran. Oleh karena itu,
pengupahan penjaga tambak yang tidak sesuai dalam syariat hukum Islam terkait
pemberian upah yang tidak jelas nominalnya. Berdasarkan prakteknya, hal ini
































dapat mendorong perilaku pihak pemilik tambak untuk melakukan kebohongan
dan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya diberikan
kepada penjaga tambak.
Untuk dapat menyesuaikan dengan hukum Islam seharusnya ada
keterbukaan pemilik tambak terkait ikan yang berhasil dipanen, dan banyaknya
modal yang sudah dikeluarkan. Solusi dari pengupahan tersebut agar sesuai
dengan hukum Islam adalah pemilik tambak memberitahu berapa banyak hasil
ikan yang dipanen, upah dibayarkan sesuai perjanjian, beserta keterbukaan
pemilik tambak terkait modal yang sudah dikeluarkan. Untuk masalah upah-
mengupah dalam fiqh muamalah, maka menggunakan teori ujrah.
Ujrah disyaratkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta.
Untuk sah nya pelaksanaan ujrah (pembayaran upah) menurut pendapat ulama
fiqh, diperlukan beberapa syarat diantaranya:
a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan jika salah seorang
diantara mereka dipaksa maka tidak sah. Dalam mekanisme pengupahan,
penjaga tambak merasa tidak ridha karena upah yang diberikan kepada
penjaga tambak tidak diberikan ketika panen. Melainkan upah yang
diberikan hanya berbentuk bon saja, penjaga tambak juga tidak transparan
terkait hasil panen dan modal yang dikeluarkan. Jika penjaga tambak tidak
mengajukan bon kepada penjaga tambak, maka pemilik tambak tidak
































mengeluarkan bon kepada penjaga tambak. Hal ini belum sesuai dengan
sah nya syarat-syarat dalam ujrah.
b. Hendakmya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.
Sedangkan dalam pengupahan penjaga tambak, upah yang diberikan
hanya berbentuk bon. Bon diberikan jika penjaga tambak mengajukan bon
kepada pemilik tambak, dan tidak semua bon yang diajukan penjaga
tambak disetujui oleh pemilik tambak. Penjaga tambak tidak bisa
mengetahui upahnya secara pasti karena pemilik tambak tidak mengetahui
hasil panen dan modal yang dikeluarkan.
c. Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal
ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua pihak
yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara
keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna untuk
mempertegas akad. Dalam pengupahan penjaga tambak, belum sesuai
dengan syarat-syarat sah ujrah karena upah dalam menjaga tambak tidak
jelas nominalnya. Pemilik tambak tidak transparan terkait perhitungan
modal dan upah. Upah penjaga tambak hanya berbentuk bon, dan tidak
semua bon yang diajukan penjaga tambak disetujui oleh pemilik tambak.
d. Upah haruslah dilakukan dengan akad dan juga penyerahannya dilakukan
setelah selesainya pekerjaan, kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus
dibayar pada saat akad. Pada pengupahan penjaga tambak, pada awal akad
































dijelaskan bahwa upah akan diberikan ketika panen. Namun ketika panen,
pemilik tambak tidak melakukan perhitungan modal dan upah kepada
penjaga tambak. Hal ini bertentangan dengan syarat sah nya ujrah.
e. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna
menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak dijelaskan dapat
menyebabkan perselisihan. Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting
ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak timbul
masalah dikemudian hari. Dalam mekanisme pengupahan penjaga tambak
sudah sesuai dengan syarat sah ujrah karena sudah jelas terkait jenis
pekerjaan nya, yaitu menjaga tambak milik pemilik tambak. Pemilik
tambak mendapatkan manfaat dari kerjasama ini yaitu pemilik tambak
merasa terbantu untuk pengelolaan tambaknya.
Adapun dasar diperbolehkannya upah dalam firman Allah Swt, salah
satunya yaitu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 77 dan At-Thalaq ayat 6.
Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa jika kalian memperkerjakan seseorang
dalam hal baik, maka berikanlah upahnya.
Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan bahwa kita
tidak boleh menunda-nunda pemberian upah, dan seharusnya kita memberikan
upah sesuai kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan. Pada
pengupahan penjaga tambak dijelaskan bahwa pada awal akad pemilik tambak
akan memberikan upah kepada penjaga tambak, namun ketika panen pemilik
































tambak tidak memberikan upah kepada penjaga tambak. Hal ini bertentangan
dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dijelaskan bahwa jika
kita memperkerjakan seseorang kita harus menjelaskan dan menentukan upah
yang akan diberikan kepada pekerja tersebut. Sedangkan dalam mekanisme
pengupahan penjaga tambak, pemilik tambak memberikan upah yang tidak jelas
nominalnya. Hal ini dikarenakan pemilik tambak tidak transparan terkait hasil
panen dan modal. Pemilik tambak hanya memberikan upah dalam bentuk bon,
tidak semua bon yang diajukan penjaga tambak disetujui oleh pemilik tambak.
Jadi mekanisme pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk telah
menyimpang dari hukum islam, karena pemilik tambak tidak memberikan upah
ketika panen yang dijelaskan pada awal akad dan upah yang diberikan pemilik
tambak tidak jelas nominalnya. Dalam hukum islam, salah satu syarat ujrah yaitu
harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Namun penjaga tambak tidak rela
terhadap upah yang diberikan oleh pemilik tambak, karena pemilik tambak tidak
transparan terkait hasil panen dan modal.



































Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut
kesimpulan yang didapatkan:
1. Pelaksanaan pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan
Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika panen. Namun,
pemilik tambak melakukan perhitungan modal ketika sudah satu tahun (tiga
kali masa panen), setiap bulan penjaga tambak boleh melakukan bon kepada
pemilik tambak. Namun setiap bon tergantung persetujuan dari pemilik
tambak, pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai
dengan perkiraannya.
2. Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak telah
menyimpang, karena pemilik tambak telah menangguhkan upah penjaga
tambak hingga tiga kali masa panen. Pemilik tambak memberikan upah
kepada penjaga sesuai dengan perkiraannya sehingga upahnya menjadi
samar. Sedangkan ujrah yang samar hukumnya fasid.
B. Saran
Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:
1. Dalam melakukan pengupahan penjaga tambak, hendaknya pemilk tambak
memperhatikan syarat-syarat dan rukun dalam pelaksanaannya. Agar dalam
































melaksanakan pengupahan penjaga tambak tidak menyimpang dari aturan
yang telah ditetapkan dalam agama islam. Ketika pemilik tambak
melakukan perhitungan modal dalam pemberian upah hendaknya dilakukan
secara transparan, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Kepada mahasiswa dan pembaca, semoga hasil penelitian ini bisa
dikembangkan untuk penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dan bisa
berguna untuk pengembangan fiqh mu’amalah.
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